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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01
BANDA ACEH

       
PUTUSAN

        Nomor :  Put / 130- K/PM. I - 01/AD/ XI /2010

      DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA

Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 01 Banda Aceh yang  bers idang  di  Banda Aceh  
dalam memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  pidana  pada  t i ngka t  per tama,  
te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga imana  te rcan tum  di  bawah in i  da lam 
perkara  Terdakwa :  

Nama lengkap :  DINO GEMPA OKTAVIANTO
Pangkat  /  NRP :  Pratu  /  31040490631083
Jabatan  :  Ta Denmadam IM

        Kesatuan  :  Denmadam IM
        Tempat  tangga l  lah i r   :  Banda  Aceh,  12 
Oktober  1983 
        Jen is  ke lamin              :  Lak i - lak i  
        Kewarganegaraan    :  Indones ia
        Agama    :  Is l am

Tempat  t i ngga l :  Komplek  RSJ No.22  Lampr ie t ,  Banda Aceh.  

Terdakwa t i dak  di tahan  

 PENGADILAN MILITER I - 01 te rsebu t  d i  atas  :

Membaca          :  Berkas  Perkara  dar i  Pomdam Iskandar  Muda 
Nomor:  BP-22/A- 21/ I I / 2 010   tangga l  21 Februar i  2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMemperhat i kan :    1. Sura t  Keputusan  Penyerahan  Perkara  dar i  

Pangdam  IM se laku  Papera  Nomor:  Kep/74-
21/Pera /V I I I / 2 010  tangga l   30 Agustus  2010.
2. Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor:  Sdak/ 115-
K/AD/ X/2010   tangga l  20 Oktober  2010.
3. Penetapan  Kadi lm i l  I - 01  Banda  Aceh  Nomor:  
TAP/171- K/PM. I - 01/AD/XI / 2010  tangga l  29 Nopember  2010  
ten tang  Penunjukan  Hakim.
4. Penetapan  Hakim  Ketua  Nomor:  TAP/ 161- K/PM. I -
01/AD/XI / 2010   tangga l  30 Nopember   2010 ten tang  Har i  
Sidang .
5. Penetapan  Hakim  Ketua  Nomor:  TAP/302- K/PM. I -
01/AD/XI I / 2010   tangga l  20 Desember  2010 ten tang  Har i  
Sidang .
6. Penetapan  Hakim  Ketua  Nomor:  TAP/65- K/PM. I -
01/AD/ I I I / 2 011   tangga l  3  Maret   2011  ten tang  Har i  
Sidang .
7. Penetapan  Kadi lm i l  I - 01  Banda  Aceh  Nomor:  
TAP/105- K/PM. I - 01/AD/ IV /2011   tangga l  26  Apr i l  2011  
ten tang  Penunjukan  Hakim.
8. Penetapan  Hakim  Ketua  Nomor:  TAP/ 105- K/PM. I -
01/AD/ V/2011   tangga l  27  Apr i l   2011  ten tang  Har i  
Sidang .
9. Sura t  pangg i l an  untuk  menghadap  s idang  kepada  
Terdakwa dan para  Saks i .
10. Sura t - sura t  la i n  yang  berhubungan  dengan  perkara  
in i .

Mendengar  : 1. Pembacaan  Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Sdak/115-
K/AD/X/2010  tangga l  20  Oktober  2010  d i  depan  
pers i dangan  yang  di j ad i kan  dasar  pemer iksaan  perkara  
in i .

2. Keterangan  para  saks i  d ibawah sumpah.

Memperhat i kan :       Tuntu tan  Pidana  Odi tu r  Mi l i t e r  yang  
dia jukan  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  pada  Pokoknya  
Odi tu r  Mi l i t e r  berpendapat  bahwa :

a. Terdakwa  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  
bersa lah  te lah  melakukan   t i ndak  pidana :

“ Desers i  da lam  waktu  damai “ ,  sebaga imana  dia tu r  
dan  diancam  dengan  pidana  yang  te rcan tum  dalam 
Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM.

b. Selan ju t nya  Odi tu r  Mi l i t e r  mohon  agar  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 01  Banda  Aceh  menja tuhkan  
hukuman  te rhadap  d i r i  Terdakwa  te rsebu t  karena  
sa lahnya  dengan  hukuman sebaga i  ber i ku t :  

Pidana  pokok  :  Penja ra  se lama  1  (sa tu )  
tahun .                                      
Pidana  tambahan :  Dipeca t  dar i  d inas  mi l i t e r .

c . Menetapkan  barang  bukt i   berupa  sura t - sura t  :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1  (sa tu )  lembar  Absens i  Terdakwa  An.  Pra tu  
Dino  Gempa  Oktav ianus  NRP  31040490631083  
te rh i t ung  mula i  tangga l  22  Oktober  2009  sampai  
dengan  sekarang ,  te tap  di l eka t kan  dalam berkas  
perkara .

- Sura t  kete rangan  Denmadam  IM  Nomor  
SK/19/ I I / 2 010  tangga l  15  Pebruar i  2010  ten tang  
kete rangan  Terdakwa  An  Pra tu  Dino  Gempa 
Oktav ianus  NRP 31040490631083  Ta  Denmadam IM.

c. Membebani  Terdakwa  untuk  membayar  b iaya  
perkara  sebesar  Rp.  7.500 , -  ( tu j uh  r ibu  l ima  ra tus  
rup iah ) .

Menimbang : Bahwa menuru t  Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  te rsebu t  
d i  atas ,   Terdakwa  pada  pokoknya  d idakwa  sebaga i  
ber i ku t  :  

Bahwa Terdakwa  pada  waktu - waktu  dan  tempat - tempat  
te rsebu t  d ibawah  in i  ya i t u  se jak  tangga l  dua  puluh  
dua  bulan  Oktober  tahun  dua  r i bu  sembi lan  sampai  
dengan  saat  sura t  dakwaan in i  d ibua t  ya i t u  tangga l  26  
Oktober  2010,  atau  set i dak - t i daknya  dalam  bulan  
Oktober  tahun  2009  sampai  dengan  bulan  Oktober  tahun  
2010,  atau  set i dak - t i daknya  dalam  tahun  2009  sampai  
dengan  tahun  2010  di  Denmadam IM,  atau  set i dak -
t i daknya  te rmasuk  dalam  Daerah  Hukum  Pengad i l an  
Mi l i t e r  I -  01  Banda  Aceh  te l ah  melakukan  t i ndak  
pidana :  

“Mi l i t e r ,  yang  karena  sa lahnya  dengan  senga ja  
melakukan  ket i dak - had i ran  tanpa  i j i n  da lam  waktu  
damai  leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i , ”  

dengan cara -  cara  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Terdakwa  a.n  Pra tu  Dino  Gempa Oktav ian to  
NRP  31040490631083  ada lah  pra ju r i t  TNI  AD  yang  
berd inas  di  Denmadam IM  dan  sampai  saat  in i  masih  
bers ta t us  sebaga i  pra ju r i t  dan belum di  pecat .

2. Bahwa Terdakwa  te l ah  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  se jak  tangga l  22 Oktober  
2009  sampai  dengan  sekarang  belum  kembal i  ke  
Kesatuannya .

3. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  disebabkan  karena  
permasa lahan  rumah  tangga  yang  sudah  t i dak  harmonis  
lag i .  

4. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  Terdakwa  t i dak  pernah  
member i t ahukan  keberadaannya  baik  mela lu i  v ia  te lepon  
maupun sura t .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id5. Bahwa se lama  Terdakwa  meningga l kan  Keatuan  tanpa  

i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  Terdakwa  t i dak  membawa 
barang  inven ta r i s  mi l i k  Kesatuannya .

6. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  Terdakwa  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  untuk  satu  tugas  Operas i  Mi l i t e r  perang  
karena  NKRI da lam keadaan  aman dan damai

7. Bahwa dengan  demik ian  Terdakwa te l ah  meningga lkan  
Kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  se jak  
tangga l  22  Oktober  2009  sampai  dengan  Sura t  Dakwaan 
in i  d ibua t  ya i t u  tangga l  26  Oktober  2010  atau  se lama  
kurang  leb ih  372  ( t i ga  ra tus  tu j uh  puluh  dua)  har i  
atau  leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  har i  ber tu ru t - tu ru t  
dan hingga  sekarang  belum kembal i  ke  Kesatuan .

Berpendapat  bahwa  perbua tan - perbua tan  Terdakwa 
te rsebu t  te lah  cukup  memenuhi  unsur - unsur  t i ndak  
pidana  sebaga imana  dia tu r  dan  d iancam dengan  p idana  
berdasarkan  pasa l :  87  ayat  (1 )  ke-  2  Jo  ayat  (2 )  
KUHPM.

Menimbang :   1. Bahwa berkas  perkara  Terdakwa  te lah  di t e r ima  di  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 01  Banda  Aceh  dan  te l ah  
di reg i s t e r  dengan  Nomor:  130/K /PM. I - 01/AD/XI /2010  
tangga l  01  Nopember  2010,  dan  sampai  dengan  saat  
pers i dangan  in i  d i l aksanakan  te lah  mencapai  waktu  
leb ih  dar i  6 bu lan .

2. Bahwa Terdakwa  didakwa  te l ah  melanggar  Pasa l  87  
ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM, yang  kua l i f i k a s i n ya  
ada lah  “Desers i  d i  masa damai ” .

3. Bahwa Terdakwa  te l ah  dipangg i l  secara  sah  sesua i  
keten tuan  sebanyak  4  (empat )  ka l i  ber tu ru t - tu ru t ,  
ya i t u  sesua i  Sura t  Pangg i l an  Kaotmi l  I - 01 Banda Aceh:  
Kesatu ,  Sura t  Nomor:  B/806/X I I / 2010   tangga l  09  
Desember  2010;  Kedua,  Sura t  Nomor:  B/864/X I I / 2 010  
tangga l  30  Desember  2010;  Ket iga ,  Sura t  Nomor:  
B/271 / I I I / 2 011  tangga l  10  Maret  2011;  dan  Keempat ,  
Sura t  Nomor:  B/ . . . . / V / 2 011  tangga l    Mei  2011,  namun 
Terdakwa  t i dak  pernah  had i r  d i  pers i dangan ,  dan  
hingga  saat  pers idangan  di l aksanakan  tanpa  had i rnya  
Terdakwa,  Terdakwa belum juga  berhas i l  d i t emukan .

4. Bahwa  sesua i  Sura t  Dandenmadam  IM  Nomor:  
B/08 / I / 2 011  tangga l  05  Januar i  2011  dan  Nomor:  
B/247 / I I I / 2 011  tangga l  18  Maret  2011,  d i l apo rkan  
bahwa  Terdakwa  Pratu  Dino  Gempa  Oktav ian to ,  NRP.  
31980038510578  t i dak  dapat  d ihad i r kan  ke  pers idangan  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 01  Banda  Aceh,  karena  Terdakwa  
masih  desers i  dan  sampai  sekarang  belum  kembal i  ke  
kesatuan  Denmadam IM.

5. Bahwa  di  dalam  pers idangan  Odi tu r  Mi l i t e r  
menyatakan  t i dak  ada  kepas t i an  untuk  dapat  
menghadapkan  Terdakwa  ke  pers idangan ,  dan  Odi tu r  
mohon  agar  s idang  di l an j u t k an  tanpa  kehad i ran  
Terdakwa.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

6.   Bahwa sesua i  keten tuan  Pasa l  141  Ayat  (10)  jo  
Pasal  143  UU No.31  Tahun  1997,  da lam perkara  desers i  
yang  Terdakwanya  t i dak  d ike temukan,  dan dalam waktu  6 
bu lan  ber tu ru t - tu ru t  ser ta  sudah  diupayakan  
pemanggi l an  t i ga  ka l i  ber tu ru t - tu ru t  secara  sah,  
te tap i  t i dak  hadi r  d i  s idang  tanpa  suatu  a lasan ,  
dapat  d i l akukan  pemer iksaan  dan  dipu tus  tanpa  
had i rnya  Terdakwa.

7.   Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  
Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  perkara  Terdakwa 
dapat  d is i dangkan  dan  d ipu tus  tanpa  had i rnya  
Terdakwa,  seh ingga  oleh  karenanya  s idang  di l an j u t k an .

Menimbang  :       Bahwa  para  Saks i  te lah  dipangg i l  secara  sah  
sesua i  keten tuan  yang   ber laku ,  namun  para  Saks i  
t i dak  hadi r ,  karena  pada  saat  yang  sama  sedang  
melaksanakan  tugas  yang  la i n ,  seh ingga  berdasarkan  
keten tuan  pasa l  155  UU Nomor  31  Tahun  1997  dibacakan  
kete rangan  para  Saks i  d i  depan  peny id i k  yang  te l ah  
dikua tkan  dengan  ber i t a  acara  penyumpahan  sesua i  
agamanya,  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  

 
Saks i  -  I : Nama lengkap :  YUHERMAN; Pangkat /NRP:  Serma /  588424,  

Jabatan :  Bat ipam;  Kesatuan :  Denmadam  IM;  Tempat ,  
tangga l  lah i r :  Padang,  12  Mei  1967;  Jen is  ke lamin :  
Lak i - lak i ;  Kewarganegaraan :  Indones ia ;  Agama:   Is l am;  
Tempat  t i ngga l :  J l .  A.  Yani ,  Peunayong,  Kec.  Kuta  
Alam,  Kota  Banda Aceh.

Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bahwa  Saks i  mula i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  
tahun  2007  di  Denmadam IM,  ya i t u  ket i ka  Terdakwa  d i  
p indah  tugaskan  dar i  Yoni f  115/ML  ke  Denmadam IM  
dalam  hubungan  dinas ,  dan  Saks i  t i dak  ada  hubungan  
ke luarga  dengan  Terdakwa.

2. Bahwa  pada  tangga l  21  Oktober  2009,  i s t e r i  
Terdakwa yang  bernama Sdr i .  Amel ia  Vernanda  datang  ke  
Denmadam IM  melaporkan  bahwa  Terdakwa  sudah  t i dak  
pernah  lag i  t i du r  serumah  dengan  is t e r i n ya ,  dan  
nafkah  lah i r  maupun  bath in  sudah  t i dak  pernah  
dibe r i k an  lag i .

3. Bahwa sete lah  mengetahu i  i s t e r i n ya  datang  melapor  
ke  kesatuan  Denmadam IM,  besoknya  tangga l  22  Oktober  
2009  Terdakwa  t i dak  masuk  d inas  lag i  d i  Denmadam IM 
tanpa  ada  iz i n  dar i  komandan  kesatuan  (Dandenmadam 
IM) ,  dan  hingga  sekarang  Terdakwa  belum  kembal i  ke  
kesatuan .

4. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  komandan  kesatuan ,  Terdakwa  t i dak  
pernah  member i t ahukan  keberadaannya  baik  mela lu i  
sura t  maupun te lepon ,  dan ket i ka  perg i  Terdakwa t i dak  
membawa barang  inven ta r i s  mi l i k  kesatuan .

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id5. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  kesatuan  tanpa  

i j i n  yang  sah  dar i  Dansat ,  p ihak  kesatuan  te l ah  
berupaya  mencar i  Terdakwa  d i  sek i t a r  garn i zun  Banda  
Aceh  ser ta  tempat - tempat  la i n  yang  diduga  dida tang i  
Terdakwa,  dan  juga  membuat  sra t  permohonan  bantuan  
pencar i an  orang  (DPO)  ke  satuan  samping ,  namun 
Terdakwa  t i dak  di temukan  dan  h ingga  sekarang  belum 
kembal i  ke kesatuan .

Saks i  -  I I : Nama lengkap :  YUDHA ISNAWAN;  Pangkat /NRP:  Ser tu  /  
21040117500384;  Jabatan :  Ba  Alsa t r i ;  Kesatuan :  
Denmadam IM;  Tempat ,  tangga l  lah i r :  Surakar t a ,  17 
Maret  1984;  Jen is  ke lamin :   Lak i - lak i ;  
Kewarganegaraan :  Indones ia ;  Agama:  Is l am;  Tempat  
t i ngga l :  Perumahan  Permata  Punie ,  Daru l  Imarah ,  Aceh  
Besar .  

Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bahwa  Saks i  mula i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  
Saks i  berd inas  di  Denmadam  IM  tahun  2007  da lam 
hubungan  dinas ,  dan Saks i  t i dak  ada hubungan  ke lua rga  
dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada  tangga l  22 Oktober  2009  Terdakwa t i dak  
mengiku t i  ape l  pag i  d i  kesatuan  Denmadam IM  tanpa  
kete rangan ,  dan hingga  sekarang  Terdakwa t i dak  pernah  
had i r  d i  kesatuanDenmadam  IM tanpa  sepengetahuan  
Dandenmadam IM.  

3. Bahwa  Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  i j i n  
yang  sah  dar i  Dansat  d iduga  karena  permasa lahan  rumah 
tangga  yang  sudah  t i dak  harmonis .  

4. Bahwa  se lama  meningga lkan  Kesatuan  tanpa  i j i n  
yang  sah  dar i  Dansat ,  Terdakwa  t i dak  pernah  
member i t ahukan  keberadaannya ,  ba ik  mela lu i  te l epon  
maupun sura t  

5. Bahwa pada  waktu  meningga lkan  kesatuan  tanpa  i j i n  
yang  sah  dar i  Dansat ,  Terdakwa  t i dak  membawa barang-
barang  inven ta r i s  mi l i k  kesatuan .

6. Bahwa se lama Terdakwa  meningga lkan  kesatuan  tanpa  
i j i n ,  p ihak  kesa tuan  Denmadam  IM  te l ah  berupaya  
melakukan  pencar i an  di  seputa ran  kota  Banda  Aceh,  
namun  Terdakwa  t i dak  berhas i l  d i temukan  hingga  
sekarang .

Menimbang : Bahwa  sesua i  Ber i t a  Acara  Belum  Di temukannya  
Tersangka  yang  dibua t  o leh  Peny id i k  pada  tangga l  16  
Februar i  2010,  te l ah  di l akukan  pencar i an  te rhadap  
Terdakwa,  namun Terdakwa  belum di t emukan ;  dan  sampai  
dengan  pers idangan  dimula i ,  Terdakwa  t i dak  had i r  d i  
pers i dangan ,  karena  se jak  awal  Terdakwa  melar i kan  
di r i  dan t i dak  dike temukan  hingga  sekarang .

Menimbang : Bahwa di  pers i dangan  Odi tu r  Mi l i t e r  mengajukan  barang  
bukt i  yang  berupa  sura t  :
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- 1 (sa tu )  lembar Sura t  Kete rangan  Dandenmadam IM 
Nomor:  SK/19 / I I / 2 010  tangga l  15  Februar i  2010  yang  
menerangkan  bahwa  benar  Pratu  Dino  Gempa Oktav ian to  
NRP.31040490631083,  Ta  Denmadam IM  te l ah  melakukan  
t i ndak  pidana  desers i  TMT 22  Oktober  2009  sampai  
dengan sekarang  belum kembal i  ke  kesa tuan ;

  
te rnya ta  berhubungan  dan  bersesua ian  dengan  bukt i -
bukt i  la i n ,  seh ingga  oleh  karenanya  dapat  memperkuat  
pembukt i an  atas  perbua tan  yang  didakwakan.  

Menimbang : Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  bawah 
sumpah  dan  ala t  bukt i  la i n  di  pers i dangan ,  ser ta  
sete lah  dihubungkan  yang  satu  dengan  yang  la i nnya ,  
maka dipe ro leh  fak ta  hukum yang  mel ingkup i  perbua tan  
Terdakwa yang pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :   

1. Bahwa benar  Terdakwa  adalah  pra ju r i t  TNI- AD yang  
berd inas  di  Denmadam IM.   Pada  saat  ke jad ian  yang  
menjad i  perka ra  in i  Terdakwa  dengan  pangkat  Pratu  
NRP.31040490631083  ber tugas  di  Denmadam  IM,  dan  
sampai  dengan  sekarang  Terdakwa  masih  bers ta t us  
sebaga i  pra ju r i t  TNI  AD.

2. Bahwa benar  pada  tangga l  21  Oktober  2009,  i s t e r i  
Terdakwa yang  bernama Sdr i .  Amel ia  Vernanda  datang  ke  
Denmadam IM  melaporkan  bahwa  Terdakwa  sudah  t i dak  
pernah  lag i  t i du r  serumah  dengan  is t e r i n ya ,  dan  
Terdakwa  juga  sudah  t i dak  pernah  lag i  member ikan  
nafkah  lah i r  maupun bath in  kepada  is t e r i n ya .

3. Bahwa  benar  sete lah  mengetahu i  i s t e r i n ya  datang  
melapor  ke  kesatuan  Denmadam  IM,  besoknya  pada  
tangga l  22  Oktober  2009  Terdakwa  t i dak  masuk  dinas  
lag i  d i  Denmadam IM  tanpa  ada  iz i n  dar i  komandan  
kesatuan  (Dandenmadam IM) .  

4. Bahwa benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  komandan  kesatuan ,  Terdakwa  
t i dak  pernah  member i t ahukan  keberadaannya  ba ik  
mela lu i  sura t  maupun  te lepon ,  dan  ket i ka  perg i  
Terdakwa  t i dak  membawa  barang  inven ta r i s  mi l i k  
kesatuan .

5. Bahwa benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dansat ,  p ihak  kesatuan  te l ah  
berupaya  mencar i  Terdakwa  d i  sek i t a r  garn i zun  Banda  
Aceh  ser ta  tempat - tempat  la i n  yang  diduga  dida tang i  
Terdakwa,  dan  juga  membuat  sura t  permohonan  bantuan  
pencar i an  orang  (DPO)  ke  satuan  samping ,  namun 
Terdakwa  t i dak  di temukan  dan  h ingga  sekarang  belum 
kembal i  ke kesatuan .

6. Bahwa  benar  dengan  demik ian  Terdakwa  te lah  
meningga l kan  kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan  Kesatuan  (Dandenmadam IM)  se jak  tangga l  22  
Oktober  2009  sampai  dengan  sekarang  saat  perkaranya  
dis i dangkan  pada  tangga l  18  Mei  2011  secara  te rus  
menerus  se lama  574  har i  ( l ima  ra tus  tu j uh  puluh  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idempat )  har i ,  yang  bera r t i  leb ih  lama  dar i  30  ( t i ga  

puluh)  har i .

7. Bahwa benar  ket i ka  Terdakwa  meningga lkan  kesatuan  
tanpa  iz i n ,  negara  kesatuan  Republ i k  Indones ia  da lam 
keadaan  aman  dan  damai ,   dan  kesatuan  Denmadam IM 
maupun  Terdakwa  t i dak  sedang  d is i apkan  untuk  suatu  
tugas  operas i  mi l i t e r .

Menimbang :  Bahwa  te r l eb i h  dahulu  Maje l i s  akan  menanggap i  
beberapa  hal  yang  dikemukakan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  
da lam  tun tu tannya  dengan  mengemukakan  pendapat  
sebaga i  ber i ku t  :   

Bahwa  Maje l i s  sependapat  dengan  Odi tu r  Mi l i t e r  
ten tang  te rbuk t i n ya  Terdakwa  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  Odi tu r  
Mi l i t e r  da lam  Tuntu tannya .   Namun demik ian  Maje l i s  
akan  membukt i kannya  send i r i  sebaga imana  akan  
diu ra i kan  leb ih  lan ju t  da lam putusan  in i .

Menimbang : Bahwa  t i ndak  pidana  yang  d idakwakan  o leh  Odi tu r  
Mi l i t e r  da lam Dakwaan Tungga l  mengandung  unsur - unsur  
sebaga i  ber i ku t  :

1. Mi l i t e r .
2. Yang  karena  sa lahnya  atau  dengan  senga ja  

melakukan  ket i dak - hadi ran  tanpa  iz i n .
3. Dalam waktu  damai .
4. Leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i .

Menimbang : Bahwa mengenai  dakwaan  te rsebu t  Maje l i s  mengemukakan  
pendapat  sebaga i  ber i ku t  :

Unsur  kesatu   :   “Mi l i t e r “

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Mi l i t e r “ ,  sesua i  
Pasal  46  ke- 1  KUHPM ada lah  mereka  yang  ber i ka tan  
dinas  secara  sukare la  pada  Angkatan  Perang,  yang  
waj ib  berada  da lam dinas  secara  te rus  menerus  da lam 
tenggang  waktu  ika tan  dinas  te rsebu t .

Sedang  yang  dimaksud  dengan  “Angka tan  Perang“ ,  
sesua i  Pasa l  45  huru f  a  KUHPM ada lah  Angkatan  Dara t  
dan  satuan- satuan  mi l i t e r  waj ib  yang  te rmasuk  da lam 
l i ngkungannya ,  te rh i t ung  juga  person i l  cadangan  
nas iona l .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d ibawah  
sumpah dan ala t  bukt i  la i n  d i  pers i dangan ,  d ipe ro leh  
fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa benar  Terdakwa  ada lah  pra ju r i t  TNI- AD yang  
berd inas  di  Denmadam IM.   Pada  saat  ke jad ian  yang  
menjad i  perka ra  in i  Terdakwa  dengan  pangkat  Pratu  
NRP.31040490631083  ber tugas  di  Denmadam  IM,  dan  
sampai  dengan  sekarang  Terdakwa  masih  bers ta t us  
sebaga i  pra ju r i t  TNI  AD.

b. Bahwa  benar  sebaga i  pra ju r i t  yang  ber tugas  di  
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Denmadam IM,  yang  merupakan  bag ian  dar i  TNI  Angkatan  
Dara t ,  Terdakwa  te rmasuk  dalam  penger t i an  mereka  
yang  ber i ka tan  dinas  secara  sukare la  pada  Angkatan  
Perang,   yang  berar t i  te rmasuk  da lam  penger t i a n  
mi l i t e r .

c. Bahwa  benar  sesua i  Sura t  Keputusan  Penyerahan  
Perkara  dar i  Pangdam IM se laku  Papera  Nomor:  Kep/79-
21/Pera /V I I I / 2 010  tangga l  30  Agustus  2010,  yang  
dia jukan  sebaga i  Terdakwa  dalam  perkara  in i  ada lah  
Dino  Gempa  Oktav ian to ,  NRP.31040490631083,  dan  
Terdakwalah  orangnya .

Dengan  demik ian  Maje l i s  berpendapat  bahwa  Unsur  
Kesatu :  “Mi l i t e r ”    te l ah  te rpenuh i .

2. Unsur  kedua  :  “Yang  karena  sa lahnya  atau  dengan  
senga ja  melakukan  ket i dak - hadi ran  
tanpa  iz i n  “ .

- Bahwa  oleh  karena  unsur  in i  d isusun  secara  
al te rna t i f ,  ya i t u  karena  sa lahnya  atau  dengan  
senga ja ,  maka cukup  j i k a  hanya  sa lah  satu  al te rna t i f  
sa ja  yang  te rpenuh i .

- Bahwa menuru t  i lmu  pengetahuan  hukum pidana ,  yang  
dimaksud  dengan  is t i l a h  “ka rena  sa lahnya”  atau  
“kea lpaan”  pada  dasarnya  ada lah  kekurang- hat i -
hat i an ,  kekurang- waspadaan,  kete ledo ran ,  atau  
kekh i l a f an .

- Sedang  yang  dimaksud  dengan  is t i l a h  “senga ja ”  
atau  “kesenga jaan”  dapat  k i t a  temukan  dalam  Memor ie  
van  Toel i ch t i n g  yang  mengar t i k an  ‘kesenga jaan ’  
sebaga i  menghendak i  dan  menginsya f i  te r j ad i n ya  suatu  
t i ndakan  beser ta  ak iba tnya .

- Yang  dimaksud  dengan  “ke t i dak - had i ran ”  menuru t  
Pasal  95  KUHPM ada lah  j i ka  Terdakwa  t i dak  berada  
disua tu  tempat  dimana  seharusnya  ia  berada  untuk  
melaksanakan  sesuatu  tugas  yang  dipe rcayakan  
kepadanya.   Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “ tanpa  
i j i n ”  ada lah  ket i dak  had i ran  disua tu  tempat  dimana  
seharusnya  ia  berada  te rsebu t  tanpa  i j i n  
atasan /komandannya,  sebaga imana  laz imnya  set i ap  
anggota  TNI  yang  akan  meningga lkan  kesa tuan ,  ba ik  
untuk  kepent i ngan  dinas  maupun  kepent i ngan  pr ibad i ,  
d iwa j i b kan  menempuh prosedur  per i j i n an  yang  ber laku  
di  kesatuannya .  

- Unsur  in i  mengandung  penger t i an  bahwa  pelaku ,  
da lam  ha l  in i  Terdakwa,  ba ik  karena  
kete ledo ran / kekh i l a f annya  atau  pun  karena  atas  
kehendak  dan  kemauannya  send i r i  te l ah  t i dak  had i r  d i  
kesatuannya ,  ya i t u  Kodim  0104/A t im ,  walaupun  t i dak  
ada  iz i n  dar i  Komandan/A tasan  yang  berwenang  
member inya  iz i n . .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d ibawah  
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putusan.mahkamahagung.go.idsumpah dan ala t  bukt i  la i n  d i  pers i dangan ,  d ipe ro leh  

fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa benar  pada  tangga l  21  Oktober  2009,  i s t e r i  
Terdakwa  yang  bernama  Sdr i .  Amel ia  Vernanda  datang  
ke  Denmadam IM melaporkan  bahwa Terdakwa sudah  t i dak  
pernah  lag i  t i du r  serumah  dengan  is t e r i n ya ,  dan  
Terdakwa  juga  sudah  t i dak  pernah  lag i  member ikan  
nafkah  lah i r  maupun bath in  kepada  is t e r i n ya .

b. Bahwa  benar  sete lah  mengetahu i  i s t e r i n ya  datang  
melapor  ke  kesatuan  Denmadam  IM,  besoknya  pada  
tangga l  22  Oktober  2009  Terdakwa  t i dak  masuk  d inas  
lag i  d i  Denmadam IM  tanpa  ada  iz i n  dar i  komandan  
kesatuan  (Dandenmadam IM) .  

c. Bahwa benar  se lama Terdakwa meningga lkan  Kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  komandan  kesatuan ,  Terdakwa  
t i dak  pernah  member i t ahukan  keberadaannya  ba ik  
mela lu i  sura t  maupun  te lepon ,  dan  ket i ka  perg i  
Terdakwa  t i dak  membawa  barang  inven ta r i s  mi l i k  
kesatuan .

d. Bahwa benar  se lama Terdakwa meningga lkan  kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dansat ,  p ihak  kesatuan  
te l ah  berupaya  mencar i  Terdakwa  di  sek i t a r  garn i zun  
Banda  Aceh  ser ta  tempat - tempat  la i n  yang  d iduga  
dida tang i  Terdakwa,  dan  juga  membuat  sura t  
permohonan  bantuan  pencar i an  orang  (DPO)  ke  satuan  
samping ,  namun  Terdakwa  t i dak  d i t emukan  dan  hingga  
sekarang  belum kembal i  ke kesatuan .

e. Bahwa  benar  Terdakwa  mengetahu i  dan  menyadar i  
bahwa  sebaga i  pra ju r i t  TNI  j i ka  akan  meningga lkan  
kesatuan  karena  suatu  keper l uan ,  maka  ia  harus  
memohon  iz i n  te r l eb i h  dahu lu  kepada  Komandan 
Kesatuan ,  dan  j i k a  Terdakwa  t i dak  sempat  meminta  
iz i n  karena  sesuatu  keadaan  yang  memaksa,  set i dak -
t i daknya  Terdakwa  segera  member i t ahukan  
keberadaannya  kepada  kesatuannya  dengan  berbaga i  
a la t  komunikas i  yang  ada.   Namun te rnya ta  Terdakwa  
meningga l kan  kesatuan  tanpa  iz i n ,  dan  sete lah  
meningga l kan  kesatuan  tanpa  iz i n  hingga  leb ih  dar i  
574  har i ,  Terdakwa  t i dak  kembal i  ke  kesa tuan  dan  
t i dak  pernah  member i t ahukan  keberadaannya  kepada  
kesatuannya .  

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 
Unsur  Kedua:  “Yang  dengan  senga ja  melakukan  ket i dak -
had i ran  tanpa  iz i n “  te lah  te rpenuh i .

3. Unsur  ket i ga  :   “ Dalam waktu  damai  “

Bahwa  di  dalam  pasa l - pasa l  KUHP maupun  KUHPM 
t i dak  d i j e l a s kan  mengenai  penger t i an  “da lam  waktu  
damai ” .   Undang- undang  te rsebu t  hanya  menje laskan  
mengenai  per luasan  penger t i an  “wak tu  perang” ,  yang  
merupakan  lawan  kata  (acon t ra r i o )  dar i  penger t i an  
“wak tu  damai ” .
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Bahwa menuru t  bahasa,  yang  dimaksud  dengan  “wak tu  
perang”  ada lah  suatu  jangka  waktu  di  mana  suatu  
negara  sedang  berperang  atau  tu ru t  berperang  dengan  
negara  la i nnya .

Sedang  mengenai  per luasan  penger t i an  “da lam  waktu  
perang” ,   d i  da lam  Pasal  58  KUHPM di j e l a skan  bahwa 
suatu  kesatuan  dianggap  da lam  waktu  perang ,  j i ka  
oleh  penguasa  mi l i t e r  kesatuan  te rsebu t  sedang  
dipe r i n t ahkan  untuk  tu ru t  ser ta  da lam  suatu  
eksped is i  mi l i t e r ,  atau  untuk  memberantas  suatu  
kekuatan  yang  bers i f a t  bermusuhan,  atau  untuk  
memel iha ra  kenet ra l an  negara ,  atau  untuk  
melaksanakan  suatu  permin taan  bantuan  mi l i t e r  dar i  
penguasa  yang  berhak  dalam hal  te r j ad i  suatu  gerakan  
pengacauan.

Dengan  demik ian  di  lua r  keadaan- keadaan  te rsebu t  
d i  atas ,  berar t i  suatu  pasukan  dianggap  t i dak  dalam 
waktu  perang ,  atau  j i ka  di ta f s i r k an  secara  
acont ra r i o ,  pasukan  te rsebu t  berada   “da lam  waktu  
damai ” .

Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  bawah 
sumpah dan ala t  bukt i  la i n  d i  pers i dangan ,  d ipe ro leh  
fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  da lam 
pembukt i an  unsur - unsur  te rdahu lu  yang  merupakan  
bag ian  dar i  pembukt i an  unsur  in i ,  bahwa  benar  pada  
tangga l  21  Oktober  2009,  i s t e r i  Terdakwa  yang  
bernama Sdr i .  Amel ia  Vernanda  datang  ke  Denmadam IM 
melaporkan  bahwa  Terdakwa  sudah  t i dak  pernah  lag i  
t i du r  serumah  dengan  is t e r i n ya ,  dan  Terdakwa  juga  
sudah  t i dak  pernah  lag i  member ikan  nafkah  lah i r  
maupun bath in  kepada  is t e r i n ya .

b. Bahwa  benar  sete lah  mengetahu i  i s t e r i n ya  datang  
melapor  ke  kesatuan  Denmadam  IM,  besoknya  pada  
tangga l  22  Oktober  2009  Terdakwa  t i dak  masuk  d inas  
lag i  d i  Denmadam IM  tanpa  ada  iz i n  dar i  komandan  
kesatuan  (Dandenmadam  IM) ,  dan  hingga  sekarang  
Terdakwa be lum kembal i  ke kesatuan .

c. Bahwa benar  ket i ka  Terdakwa meningga lkan  kesatuan  
tanpa  iz i n ,  negara  kesatuan  Republ i k  Indones ia  da lam 
keadaan  aman  dan  damai ,   dan  kesatuan  Denmadam IM 
maupun  Terdakwa  t i dak  sedang  d is i apkan  untuk  suatu  
tugas  operas i  mi l i t e r .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 
Unsur  Ket iga :  “Da lam waktu  damai ”   te l ah  te rpenuh i .

4. Unsur  keempat  :   “Leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  
har i ”

- Unsur  in i  mengandung  penger t i an  bahwa  Pelaku ,  
da lam  ha l  in i  Terdakwa,  te lah  t i dak  had i r  d i  
kesatuan  tanpa  iz i n  se lama  leb ih  dar i  t i ga  puluh  
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Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d ibawah  
sumpah dan ala t  bukt i  la i n  d i  pers i dangan ,  d ipe ro leh  
fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  da lam 
pembukt i an  unsur - unsur  te rdahu lu  yang  merupakan  
bag ian  dar i  pembukt i an  unsur  in i ,  bahwa  benar  pada  
tangga l  21  Oktober  2009,  i s t e r i  Terdakwa  yang  
bernama Sdr i .  Amel ia  Vernanda  datang  ke  Denmadam IM 
melaporkan  bahwa  Terdakwa  sudah  t i dak  pernah  lag i  
t i du r  serumah  dengan  is t e r i n ya ,  dan  Terdakwa  juga  
sudah  t i dak  pernah  lag i  member ikan  nafkah  lah i r  
maupun bath in  kepada  is t e r i n ya .

b. Bahwa  benar  sete lah  mengetahu i  i s t e r i n ya  datang  
melapor  ke  kesatuan  Denmadam  IM,  besoknya  pada  
tangga l  22  Oktober  2009  Terdakwa  t i dak  masuk  d inas  
lag i  d i  Denmadam IM  tanpa  ada  iz i n  dar i  komandan  
kesatuan  (Dandenmadam IM) .  

c. Bahwa  benar  kesatuan  te l ah  berupaya  mencar i  
Terdakwa  di  sek i t a r  garn i zun  Banda  Aceh  ser ta  
tempat - tempat  la i n  yang  diduga  dida tang i  Terdakwa,  
dan  juga  membuat  sura t  permohonan  bantuan  pencar i an  
orang  (DPO)  ke  satuan  samping ,  namun Terdakwa  t i dak  
di temukan  dan  h ingga  sekarang  belum  kembal i  ke  
kesatuan .

d. Bahwa  benar  dengan  demik ian  Terdakwa  te lah  
meningga l kan  kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan  Kesatuan  (Dandenmadam IM)  se jak  tangga l  22  
Oktober  2009  sampai  dengan  sekarang  saat  perkaranya  
dis i dangkan  pada  tangga l  18  Mei  2011  secara  te rus  
menerus  se lama  574  har i  ( l ima  ra tus  tu j uh  pu luh  
empat )  har i ,  yang  bera r t i  leb ih  lama  dar i  30  ( t i ga  
puluh)  har i .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 
Unsur  Keempat :   “Leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  har i ”  
te l ah  te rpenuh i .

Menimbang :  Bahwa berdasarkan  hal - ha l  yang  diu ra i kan  dia tas  yang  
merupakan  pembukt i an  yang  dipe ro leh  di  pers idangan ,  
Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa te rdapa t  cukup  bukt i  
yang  sah  dan  meyak inkan  bahwa  Terdakwa  bersa lah  
te l ah  melakukan  t i ndak  pidana  :  

“Mi l i t e r  yang  dengan  senga ja  melakukan  ket i dak -
had i ran  tanpa  iz i n  da lam waktu  damai  leb ih  lama dar i  
t i ga  puluh  har i “  

sebaga imana  dia tu r  dan  diancam  dengan  pidana  dalam 
Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2  jo  ayat  (2 )  KUHPM.

Menimbang :  Bahwa  dida lam  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  
Terdakwa  in i ,  secara  umum tu juan  Maje l i s  ada lah  
untuk  menjaga  kese imbangan  anta ra  kepent i ngan  hukum,  
kepent i ngan  umum,  dan  kepent i ngan  mi l i t e r .   Menjaga  
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kepent i ngan  hukum da lam  ar t i  menjaga  te tap  tegaknya  
hukum  dan  kead i l an  da lam  masyaraka t .   Menjaga  
kepent i ngan  umum dalam  ar t i  mel indung i  masyaraka t ,  
harka t  dan  martaba tnya  sebaga i  manusia  dar i  t i ndakan  
sewenang- wenang.   Menjaga  kepent i ngan  mi l i t e r  da lam 
ar t i  menjaga  agar  kepent i ngan  mi l i t e r  t i dak  
di rug i kan .  

Menimbang : Bahwa  se lama  pemer iksaan  di  pers idangan  Maje l i s  
Hakim  t i dak  menemukan  adanya  ha l - ha l  yang  dapat  
d i j ad i kan  sebaga i  a lasan  pemaaf  atau  pembenar  pada  
di r i  Terdakwa,  seh ingga  oleh  karenanya  Terdakwa  
harus  d ip idana .

Menimbang : Bahwa  sebe lum  sampai  pada  per t imbangan  te rakh i r  
da lam  mengadi l i  perka ra  in i ,  Maje l i s  Hakim   ing in  
meni la i  s i f a t ,  hakekat ,  dan  ak iba t  dar i  s i f a t  dan  
perbua tan  Terdakwa  ser ta  ha l - ha l  yang  
mempengaruh inya  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  pada  hakeka tnya  
merupakan  cerminan  dar i  s ikap  dan  per i l a ku  Terdakwa  
yang  mengabaikan  keten tuan  hukum  yang  ber laku  d i  
l i ngkungan  TNI .

- Bahwa  sebaga i  pra ju r i t  yang  sega la  per i l a kunya  
sudah  dia tu r  da lam  atu ran - atu ran  mengenai  d is i p l i n ,  
Terdakwa  mengetahu i  bahwa  di r i n ya  waj ib  berada  di  
kesatuannya  secara  te rus - menerus  se lama  masa 
dinasnya ,  dan  apabi l a  ia  ing in  meningga lkan  kesa tuan  
untuk  suatu  keper l uan ,  maka  harus  ada  iz i n  dar i  
komandan  kesa tuan  atau  atasan  yang  diber i  berwenang  
untuk  i t u ,  yang  cara  mendapatkannya  sudah  dia tu r  
secara  r i nc i  sesua i  pro tap  yang  ber laku  di  
l i ngkungan  TNI .

- Bahwa walaupun  te l ah  mengetahu i  ten tang  prosedur  
per i z i nan  da lam  keh idupan  mi l i t e r ,  namun  te rnya ta  
Terdakwa  perg i  beg i tu  sa ja  meningga l kan  kesatuannya  
tanpa  se iz i n  ataupun  sepengetahuan  atasan /komandan  
yang  berwenang  member inya  iz i n .   Bahkan  sete lah  
leb ih  dar i  6  bu lan  perkaranya  di l impahkan  ke  Di lm i l  
I - 01  Banda  Aceh,  dan  sudah  empat  ka l i  d ipangg i l  
untuk  had i r  d i  pers i dangan ,  Terdakwa  te tap  sa ja  
t i dak  had i r  d i  pers i dangan ,  karena  h ingga  sekarang  
Terdakwa be lum kembal i  ke kesatuan .

- Dapat  diyak in i  bahwa  ak iba t  dar i  s i f a t  dan  
perbua tan  Terdakwa,  se la i n  mengak iba t kan  pe laksanaan  
tugas  di l i n gkungan  kesatuan  menjad i  te rganggu ,  
perbua tan  Terdakwa  juga  te l ah  berpengaruh  buruk  bag i  
pembinaan  dis i p l i n  di  kesatuan .

- Dar i  ura ian  di  atas  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  
bukan lah  pra ju r i t  yang  baik  dan  ber tanggung- jawab,  
yang  t i dak  mempunyai  ke ing inan  lag i  untuk  berd inas  
di  l i ngkungan  mi l i t e r .   Pra ju r i t  yang  demik ian  j i ka  
te tap  dipe r t ahankan  dalam  dinas  mi l i t e r  hanya  akan  
merug ikan  kepent i ngan  dinas  mi l i t e r  dan  berpengaruh  
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la i n  di  kesatuan .  

Menimbang :  Bahwa tu j uan  Maje l i s  t i dak l ah  semata- mata  hanya  
memidana  orang- orang  yang  bersa lah  melakukan  t i ndak  
pidana ,  te tap i  juga  mempunyai  tu juan  untuk  mendid i k  
agar  yang  bersangku tan  dapat  insya f  kembal i  pada  
ja l an  yang  benar ,  menjad i  warga  negara  yang  baik  
sesua i  fa l sa fah  Pancas i l a .   Oleh  karena  i t u  sebe lum 
Maje l i s  menja tuhkan  pidana  atas  di r i  Terdakwa  dalam 
perkara  in i ,  per lu  leb ih  dahu lu  memperhat i kan  ha l -
ha l  yang  dapat  mer ingankan  dan  memberatkan  
pidananya ,  ya i t u  :

Hal - ha l  yang  mer ingankan  :
- Terdakwa pernah  mengabdi  d i  l i ngkungan  TNI .

Hal - ha l  yang  memberatkan  :
 - Perbuatan  Terdakwa  te l ah  berpengaruh  buruk  
te rhadap  pembinaan  dis i p l i n  di  kesatuan .
-   Perbuatan  Terdakwa  ber ten tangan  dengan  Sapta  
Marga dan Sumpah Pra ju r i t .
-   Sampai  dengan  sekarang  Terdakwa  belum kembal i  ke  
kesatuan .
 

Menimbang : Bahwa  sete lah  mel iha t  kesa lahan  Terdakwa,  kemudian  
meni la i  s i f a t ,  hakekat ,  ser ta  ak iba t  dar i  s i f a t  dan  
perbua tan  Terdakwa,  dan  se lan ju t nya  memperhat i kan  
tu j uan  pemidanaan,  ser ta  hal - hal  yang  mer ingankan  
dan  memberatkan  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ,  
Maje l i s  berpendapa t  bahwa Terdakwa  t i dak  layak  lag i  
d ipe r t ahankan  dalam dinas  mi l i t e r .  

Menimbang : Bahwa  sete lah  menel i t i  dan  memperhat i kan  hal -
ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
pidana  sebaga imana  te rcan tum  pada  d ik tum  di  bawah 
in i  ada lah  adi l  dan  se imbang  dengan  kesa lahan  
Terdakwa.  

Menimbang : Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  harus  dip idana  maka  ia  
harus  d ibeban i  membayar  biaya  perkara .

Menimbang : Bahwa  barang  bukt i  da lam  perkara  in i  yang  berupa  
sura t  :

- 1 (sa tu )  lembar Sura t  Kete rangan  Dandenmadam IM 
Nomor:  SK/19 / I I / 2 010  tangga l  15  Februar i  2010  yang  
menerangkan  bahwa benar  Pratu  Dino  Gempa Oktav ian to  
NRP.31040490631083,  Ta  Denmadam IM  te l ah  melakukan  
t i ndak  pidana  desers i  TMT 22  Oktober  2009  sampai  
dengan sekarang  belum kembal i  ke  kesa tuan ;

Ternya ta  berka i t an  era t  dengan  perkara  in i  dan  te lah  
meleka t  da lam  berkas  perkara ,  seh ingga  o leh  
karenanya  per lu  te tap  di l eka t kan  da lam  berkas  
perkara .

Menginga t : Pasal  87  ayat  (1 )  ke- 2  jo  ayat  (2 )  KUHPM, pasa l  26  
KUHPM, Pasa l  124  ayat  (4 )  dan  Pasa l  143  UU Nomor  31  
Tahun  1997,  dan  keten tuan  perundang- undangan  la i n  
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yang  bersangku tan .

MENGADILI   :

1. Menyatakan  Terdakwa  te rsebu t  d i  atas ,  ya i t u :  DINO  GEMPA 
OKTAVIANTO,  Pratu   NRP.31040490631083,  te rbuk t i  secara  sah  dan  
meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana   “Desers i  da lam waktu  
damai ” .

2. Memidana  Terdakwa oleh  karena  i t u  dengan :

Pidana  Pokok :  Penja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun .
Pidana  tambahan  :  Dipeca t  dar i  d inas  mi l i t e r .

3. Menetapkan  barang  bukt i  yang  berupa  sura t  :

-    1 (sa tu )  lembar  Sura t  Kete rangan  Dandenmadam  IM 
Nomor:  SK/19 / I I / 2 010  tangga l  15  Februar i  2010,    te tap  
di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  perkara  in i  
sebesar  Rp.7 .500 , -  ( tu j uh  r ibu  l ima  ra tus  rup iah ) .

Demik ian  d ipu tuskan  pada har i  Rabu tangga l  18 Mei  2011 di  da lam 
Musyawarah  Maje l i s  Hakim  oleh  Muhammad Djundan,  S.H. ,  M.H. ,  Mayor  
Chk  NRP.556536  sebaga i  Hakim  Ketua ,  ser ta  Mir tus i n ,  S.H. ,  M.H. ,  
Mayor  Sus  NRP.520881  dan  Yudi  Pranoto  Atmojo ,  S.H. ,  Kapten  Chk 
NRP.11990019321274  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  dan  
diucapkan  pada  har i  yang  sama oleh  Hakim  Ketua  di  da lam  s idang  
te rbuka  untuk  umum dengan  d ihad i r i  o leh  para  Hakim Anggota  te rsebu t  
d i  atas ,  Odi tu r  Mi l i t e r  Tarmiz i ,  S.H. ,  Mayor  Chk 
NRP.11960000930366,  Pani te ra  Agus  Handaka,  S.H. ,  Kapten  Chk  NRP.  
2920086530168,  ser ta  dihadapan  umum dan tanpa  dihad i r i  Terdakwa.   

Hakim Ketua

Cap/ t t d

Muhammad Djundan,  S.H. ,  M.H.
Mayor  Chk NRP.556536

               Hakim  Anggota - I  
Hakim Anggota - I I

                       Ttd  
Ttd

            Mir tus i n ,  S.H. ,M.H.  
Yudi  Pranoto  A,  S.H
        Mayor  Sus  NRP  520881  
Kapten  Chk NRP 199001931274

Pani te ra

Ttd  

Agus Handaka  ,S .H .
Kapten  Chk NRP 2920086530168

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


